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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk terciptanya 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan  

pelaksanaan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

disetiap tahunnya, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS).  

Dalam penyusunan RKPD ini mencakup analisis gambaran 

umum kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi 

Daerah, analisis kapasitas riil keuangan Daerah, penelaahan 

Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan 

pembangunan Daerah, penelaahan terhadap sasaran RPD, 

penelaahan terhadap arah kebijakan RPD, penelaahan terhadap 

kebijakan pemerintah pada RKP, dan Program Strategis Nasional, 

penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan Prioritas 

Pembangunan Daerah, perumusan Rencana Kerja Program dan 

Pendanaan. 

RKPD sesungguhnya berisi rencana kerja dari seluruh 

Perangkat Daerah  pada  tahun rencana, yang didasarkan pada 

tema, arah kebijakan, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan 

yang telah dirumuskan mulai pada tahapan penyiapan rancangan awal 

RKPD, penyusunan rancangan RKPD, musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) baik yang dilaksanakan di kecamatan maupun 

di kabupaten; penyusunan rancangan akhir RKPD; Reviu RKPD oleh APIP 

kabupaten, Fasilitasi RKPD oleh pemerintah provinsi  dan penetapan RKPD 

melalui Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke 3 (ketiga) dari 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 

tahun 2023 – 2026. Berdasarkan ketentuan baru melalui Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara  berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 sebagai lanjutan dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 

2022 yang telah selesai masa berlakunya ditahun 2022. RPD Tahun 2023 – 

2026 disusun sebagai arahan perencanaan pembangunan daerah pada masa 

transisi perencanaan tahun 2023 sampai tahun 2026. 

Mengingat penyusunan RKPD Tahun 2025 ini mengacu pada 

dokumen RPD Tahun 2023 – 2026, maka materi kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah ini lebih mengacu pada kebijakan yang lebih bersifat 

teknokratis. Hal ini karena dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Tahun 2023 – 2026 disusun tanpa adanya visi dan misi.  RKPD Tahun 2025 

ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menetapkan Rencana 

Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan 

tahunan SKPD dalam rangka melaksanakan berbagai urusan wajib ataupun 

urusan pilihan yang menjadi kewenangannya.   

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2025  ini antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 

3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang  Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4700); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan Nasional; 

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang  Satu Data 

Indonesia; 

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu 

Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah 

Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; 

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 

2022 ; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2); 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 I-6 

 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21); 

31. Peraturan Bupati  Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2023 – 2026. 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dokumen RKPD merupakan 

dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2023 - 2026. Oleh karenanya dokumen RKPD tidak terlepas dari rencana 

program-program yang termuat dalam RPD Tahun 2023 – 2026. Dalam 

proses selanjutnya dokumen RKPD Tahun 2025 ini akan  diacu seluruh SKPD 

untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024, sebagai dokumen 

perencanaan tahunan SKPD. 

Sebagai hasil pada proses perencanaan, RKPD tidak terpisah dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Dokumen RKPD 

terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan 

lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya juga dengan 

dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang 

meliputi 1) RPJPD ; 2) RPJMD ; 3) Renstra SKPD ; dan 4) Renja SKPD. 

Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan ini mencakup 3 

(tiga) kerangka waktu yakni rencana jangka panjang untuk perencanaan 

selama 20 tahun, rencana jangka menengah dengan masa rencana 5 tahun, 

dan rencana jangka pendek untuk rencana 1 tahun.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2025 yang juga memuat tujuan, sasaran, Prioritas, arah kebijakan, 

program, kegiatan dan sub kegiatan, yang nantinya akan menjadi rujukan 
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sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025, Rencana Kerja 

(Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025 serta 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah ditahun berikutnya, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja tahunan 

kepala daerah. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2025 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi 

antara perencanaan tahunan pembangunan Daerah dan 

perencanaan tahunan Perangkat Daerah, dan konsistensi antara 

perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditegaskan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman  untuk  menyusun  

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD juga menjadi 

pedoman perumusan Kebijakan Umum APBD, kebijaka 

penyusunan kebijakan Umum Anggaran(KUA) maupun Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2025 dan Rancangan APBD. 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Mengacu pada pasal 79 Permendagri 86 Tahun 2018, RKPD Tahun 2025 ini 

disajikan  dengan sistematika sebagai berikut  : 

 a. Pendahuluan ; 

 b. Gambaran umum kondisi daerah ; 

c. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah ; 

d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah ; 

e. Rencana kerja dan pendanaan daerah ; 
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f. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ; dan 

g. Penutup 

Atas dasar Permendagri 86 tahun 2017 sebagaimana disebutkan di 

atas maka untuk penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD, 

dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen 

RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2025. Secara terinci bab ini memuat yakni : 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses 

penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2025 dalam periode 

dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen 

RPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD. 

1.2.    Dasar Hukum Penyusunan 

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan 

dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, regional, 

maupun lokal. 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Pada bagian ini dijelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain 

yang relevan beserta penjelasannya. 

1.4.    Maksud dan Tujuan  

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen 

dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2025. 

1.5.   Sistematika Dokumen RKPD 

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD serta garis 

besar isi setiap bab didalamnya . 

 

 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 I-9 

 

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Pada bab ini disajikan gambaran umum kondisi daerah  yang meliputi 

aspek geografi,  demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah serta didukung dengan penyajian data-data antara lain yang meliputi 

aspek layanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing 

daerah serta aspekpenunjang. Data-data yang disajikan merupakan data 

terbaru yang dipublikasikan baik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, 

SKPD, dan berbagai lembaga resmi lainnya.  Selain itu hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan evaluasi realisasi RPD tahun 2023-2026. 

Dengan demikian dalam bab ini akan terlihat kondisi geografi demografi 

capaian uraian tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, 

dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2.1.  Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi 

daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 

2.1.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal 

2.1.6. Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan 

Realisasi RPD  

Yakni mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan daerah tahun sebelumnya. 

BAB III. KERANGKA  EKONOMI  DAERAH  DAN KEUANGAN DAERAH 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun 

berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, 

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang 

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan 

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 
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3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 serta Perkiraan Tahun 

2025 

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 

dan Tahun 2025 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah  

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 

3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 
2025 

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam 

RPJMD. 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 

4.3. Inovasi Pembangunan Daerah 

BAB V. RENCANA   KERJA   DAN PENDANAAN  DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan 

dalam RPD. 

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta 

berbagai indikator capaian yang direncanakan sebelumnya. 

BAB VII. PENUTUP 

Menguraikan tentang pedoman pelaksanaan dan kaidah 

pelaksanaannya. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM 

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1. Geografi 

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

1. Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km2. 

Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan 

dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan 

terluas dengan luas wilayah 196,78 km2 atau 22,04% dari luas wilayah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan 

Sungai Tabukan yang luasnya 18,47 km2 atau 2,07% dari luas wilayah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.1.  
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara 

No Kecamatan Luas (km2) % 
Kelurahan 

(buah) 
Desa 

(buah) 
1. Danau Panggang 147,55 16,53 - 16 
2. Babirik 71,93 8,06 - 23 
3. Sungai Pandan 61,10 6,84 - 33 
4. Amuntai Selatan 156,97 17,58 - 30 
5. Amuntai Tengah 84,72 9,49 5 24 
6. Banjang 109,56 12,27 - 20 
7. Amuntai Utara 37,84 4,24 - 26 
8. Haur Gading 37,97 4,25 - 18 
9. Sungai Tabukan 18,47 2,07 - 17 
10 Paminggir 196,78 22,04 - 7 

Jumlah 892,70 100,00 5 214 
Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2024 

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan 

Paminggir merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 

22,04%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan 

Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 

2,07%. 
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2. Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37 ″ sampai 

2°35’58” Lintang Selatan dan antara 114°50'58” sampai 115°50'24” Bujur Timur. 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 

km2 atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan 

Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan; 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten 

Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah; dan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

Selanjutnya pada gambar 2.1 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata   Ruang Wilayah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032. 

 
Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032 

Gambar 2.1  
Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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3. Tofografi dan Geologi 

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di  Kabupaten Hulu 

Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0 – 2% 

pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan 

yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa 

gelombang pada seluruh wilayahnya. 

Selanjutnya, berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang 

geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform 

dari dataran banjir (flood plain) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode 

waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran 

sungai. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan 

kedalam back swamp dan peat swamp. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu 

Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan levee yang    menempati sepanjang Sungai 

Nagara. Bentuk lahan back swamp sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu 

Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk 

yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat 

sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau 

ditanami padi. Bentuk lahan peat swamp dimana pada tengahnya seringkali terbentuk 

kubah gambut (dome) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. 

Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan 

gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter. 

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional  Kabupaten Hulu 

Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah    berupa levee dan rawa 

belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), 

Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang (LWW). 

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara adalah komplek podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah 

kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang 

mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan 

orgonosol gleihumus. Kedua  jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap 
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erosi. Sedangkan jenis komplek podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat 

kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang 

tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi. 

 Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu 

mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah 

komplek podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah 

alluvial dan organosol gleihumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan 

mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari 

luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau 

Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di 

semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol gleihumus hanya terdapat di tiga 

kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang 

dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling 

sedikit di Kecamatan Amuntai Utara. 

4. Hidrologi dan Klimatologi 

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong 

terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten 

Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km2 dengan panjang sungai 187 km. 

Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, 

Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui 

dan Sungai Missin. 

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai 

Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang 

merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas 

penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan 

sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang 

menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama 

pada daerah dataran rendah    yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, 

Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan. 
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Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat 

musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil 

sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas 

sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun 

karakteristik Sungai Tabalong adalah: 

a. Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit ± 350 m3/detik merupakan 

pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing- masing mempunyai 

kapasitas debit ± 250 m3/detik dan ± 300 m3/ detik. 

b. Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk 

kipas. Waktu konsentrasi (Tc) debit limpasan air hujan menuju titik outlet DAS 

Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan. 

c. Kapasitas Sungai Negara akan penuh (full capacity) jika debit dari Sungai Balangan 

maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong 

maksimum sedangkan Sungai Balangan normal. 

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah 

aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit inflow dari sungai 

lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, 

permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan 

pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya. 

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai 

ini terletak pada 1150 17’ BT dan 020 17’ LS sampai 1150 26’ LS dengan lokasi hulu 

Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir 

sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai Pamintangan 

berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota 

Amuntai. 

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang      merupakan areal 

retarding basin dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai 

Namang yang banyak mendapatkan inflow debit     dari Sungai Negara di daerah Babirik 

pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km2 dengan luas 
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areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km2. Pada musim kemarau 

tinggi muka air  di areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m. 

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana 

permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – 

Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. 

Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa 

Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang 

beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya 

ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang 

memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan. 

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang 

cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di lima kecamatan daerah pertanian 

di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading (1.500 ha), 

Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha). 

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai Afaw (menurut 

sistem Koppen) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. 

Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, 

baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air 

tanah yang cukup dalam. 

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. 

Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan 

mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya 

genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut 

sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang 

pertanian. 

Sepanjang tahun 2023, kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami 157 kali hari 

hujan dengan jumlah curah hujan mencapai 2.293 mm. Rata-rata hari hujan di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 13 hari dalam sebulan. Rata-rata curah hujan di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 191,11 mm perbulan. Bulan dengan jumlah hari 

hujan paling sedikit adalah Bulan Agustus yang hanya 1 hari hujan. Bulan yang paling 
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sering hujan adalah bulan Januari dan bulan Februari yang mencapai 23 hari hujan. 

Untuk curah hujan terbesar ada pada Bulan Maret yang mencapai 448,63 mm. Jumlah 

curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini : 

Tabel 2.2.  
Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)  

di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

Bulan 
Jumlah Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hh) 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 
Januari 328,98 564,21 303,81 345,81 289,50 20 19 24 20 23 
Februari 263,89 409,26 327,56 265,44 323,06 14 15 20 16 23 
Maret 213,41 265,36 436,13 362,19 448,63 16 12 22 24 22 
April 265,15 288,75 183,63 197,19 213,25 16 12 12 16 15 
Mei 118,39 211,94 209,94 218,94 75,94 9 15 19 18 8 
Juni 80,90 86,79 68,56 109,13 94,85 10 8 10 15 11 
Juli 14,25 58,56 110,88 163,00 83,44 3 9 12 15 8 
Agustus 27,70 74,75 94,69 87,13 14,25 4 7 12 13 1 
September 6,41 80,88 165,73 183,13 75,63 2 8 18 28 7 
Oktober 69,08 169,85 92,38 280,45 119,06 8 13 17 20 7 
November 145,81 318,88 325,39 211,50 196,44 12 18 23 18 16 
Desember 349,56 186,75 294,56 186,25 359,26 17 21 24 18 19 
Rata – rata 156,56 226,33 217,77 217,51 191,11 11 13 18 18 13 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 
 
5. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut 

kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih 

berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, 

kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan lahan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2015 

Gambar 2.2  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 
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Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009  tentang 

penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan      produksi yang dapat dikonversi 

yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan sisanya berupa 

kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha. 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencana pola 

ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan 

budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan setempat; (2) 

kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4) kawasan lindung 

lainnya. 

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai; (b) 

kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan sempadan 

sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan kawasan 

tepi sungai yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5 ha dan jalur 

sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai Negara. 

Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di Kecamatan Danau 

Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau publik dengan luas 

seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan Kota dan tanaman peneduh yang 

berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan olah raga berupa GOR dan 

Lapangan olah raga. 

Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara 

dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungsi awalnya seluas kurang 

lebih 5 ha yang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang 

Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan Mesjid Tua 

Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai 

Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami’ Besar di Desa 

Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha; dan (d) 

kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai 

Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang merupakan makam 

keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha. 
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Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar di 

seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas ± 1.850 

ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas ± 2.956 ha, Kecamatan Paminggir dengan 

luas ±13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading dengan luas ± 2.211 ha, Kecamatan Danau 

Panggang dengan luas ±7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas ± 4.804 ha, 

Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara 

dengan luas ± 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas ± 4.503 ha, 

Kecamatan Amuntai Selatan  dengan  luas ± 8.320 ha. 

Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan (KKP) 

yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai Selatan; dan 

(b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan itik alabio di 

Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di Kecamatan Danau 

Panggang dan Kecamatan Paminggir. 

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) 

kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan 

peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan   pariwisata; (f) kawasan peruntukan 

permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya merupakan 

potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah demi 

kesejahteraan rakyat. Secara rinci kawasan budidaya akan diuraikan pada potensi 

pengembangan wilayah (Sub Bab 2.1.2). 

Sejalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan   Selatan, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 

dimana Kota Amuntai ditetapkan sebagai pusat layanan    regional yang memiliki 

fungsi sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri kerajinan 

rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan, perikanan, 

perkebunan, pertanian     tanaman pangan dan hortikultura, transportasi dan 

persampahan. 
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Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032 
Gambar 2.3 Peta Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara 

  

Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032 
Gambar 2.4 

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan 

demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. 

Potensi yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara 

periodik maupun terus- menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya 

adalah untuk sektor pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya 

dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya pertanian. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai 

Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang 

dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya 

tersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan peruntukan 

pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan industri; (e) 

kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman; dan (g) kawasan 

peruntukan lainnya. 

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan 

Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan 

dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan produksi yang 

dapat di konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk 

digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh sebab itu, kawasan ini 

dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan melihat peluang 

berkembangnya fungsi lahan yang lebih produktif. 

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan 

budidaya untuk pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya. 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian 

terdiri atas (a) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya perkebunan; 

dan (c) kawasan budidaya peternakan. 

Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas 

kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas 2.322 

ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan Amuntai 

Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 

5.298 ha, Kecamatan  Banjang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan Sungai 
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Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih seluas 

5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan Kecamatan 

Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas 1.692 

ha terdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 4,2 ha, Kecamatan 

Amuntai Tengah kurang lebih  seluas 1.134 ha dan Kecamatan Banjang kurang lebih 

seluas 553 ha. 

Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan 

infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebagai drainase dan   irigasi. Peningkatan 

infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada 

sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder lainnya. 

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak 

dialihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 23.359 ha 

berupa perlindungan lahan basah atau lahan lebak. Lokasinya tersebar di Kecamatan 

Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan 

Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai 

Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang. 

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi 

pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang dikembangkan 

adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya diusahakan oleh 

perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan perkebunan rakyat. 

Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi kawasan perkebunan 

kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan Banjang dan kecamatan 

Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan perkebunan karet yang 

terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas perkebunan lain yang mempunyai 

peluang untuk dikembangkan adalah tanaman jelutung, yang dinilai sesuai untuk 

dikembangkan di lahan rawa. 

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat 

besar untuk dikembangkan, terutama Itik Alabio dan Kerbau Rawa yang merupakan 

plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun. 

Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan 
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peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (a) ternak besar yang terdiri dari 

pengembangan daerah pusat  pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan 

pengembangan daerah  pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di 

Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah pusat 

pembibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Pandan; 

pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur dan 

pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan kecuali 

Paminggir. 

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, baik perikanan 

tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap kabupaten sangat 

besar dengan variabilitas jenis ikan yang beragam, terutama jenis ikan-ikan rawa seperti 

gabus (Channa striata), toman (Channa micropeltes), sepat siam (Trichogaster 

pectolaris), sepat rawa (Trichogaster trichopterus) dan betok (Anabas testudineus). 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan 

perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan 

budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas rencana 

pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah dan rencana 

pengembangan daerah reservaat perikanan darat di Kecamatan Danau Panggang, 

Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5 ha. 

Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan 

kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua 

kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini        dikarenakan  pengembangan produksi 

budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi 

pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba) dan 

tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah 

dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan  di semua 

kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai 

Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai – sungai kecil lainnya dan daerah rawa. 

Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan kawasan 

minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha. 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 II-14 

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang 

merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri rumah 

tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan perindustrian provinsi 

berupa sentra  industri Amuntai      yang berorientasi pada industri rotan, purun dan kayu 

serta industri rumah tangga lainnya yang di alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. 

Kawasan industri rumah tangga khusus kerajinan lampit dan purun dialokasikan di Desa 

Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan 

di Desa Banyu Hirang (Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. 

Kawasan industri rumah tangga kerajinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai 

seluas kurang lebih 8 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan plastik di Kecamatan 

Amuntai Utara seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan 

anyaman berupa tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, 

dan kawasan industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung 

Kecamatan Sungai Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta Kawasan industri rumah 

tangga kerajinan Mebel Alumunium di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan 

seluas kurang lebih 5 ha. 

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi 

peninggalan sejarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan 

pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya. 

Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimalan obyek–obyek wisata yang ada 

serta pemanfaatan rawa sebagai potensi obyek pariwisata. Kawasan peruntukan 

pariwisata pada RTRW  Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan seluas kurang 

lebih 10 ha  yang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya (kawasan Candi 

Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan pariwisata 

buatan yang direncanakan adalah (a) pengembangan kawasan peruntukan pariwisata 

provinsi berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan Paminggir dan Danau Panggang; 

(b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 

ha; dan (c) wisata belanja kerajinan rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain 

itu perlu pengembangan jalur wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan 

prasarana pendukung wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai. 
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2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai 

Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu Sungai 

Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungai besar yang mengelilingi dan 

elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar kelerengannya 0 - 2%), maka 

wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar berpotensi banjir. 

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang  tersebar di 

seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas kurang 

lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956 ha, 

Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur Gading 

dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan luas kurang 

lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha, Kecamatan 

Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara dengan luas 

kurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 4.503 ha, 

Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.  

 

Gambar 2.5 
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan risiko bencana 

pada sebuah wilayah yaitu Indeks Risiko bencana (IRB). Indeks Resiko Bencana adalah 

suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan 

yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian diwilayah tertentu. Indeks Risiko Bencana 

ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap 

kabupaten/kota di Indonesia. Indeks Risiko Bencana memiliki tolak ukur semakin 

rendah semakin baik dan sebaliknya. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota 

dilakukan dengan memerhatikan factor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, 

disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki 

dan gabungan dari bahaya tersebut.  

Berdasarkan publikasi dari BNPB, nilai IRB Kabupaten Hulu Sungai Utara 

selama periode 2020 sampai 2023 berfluktuasi. IRB pada tahun 2022 sebesar 81,60 

dengan kriteria Sedang. Nilai ini turun bila dibandingkan kondisi tahun 2021 yang 

mencapai 126,00 dengan kriteria Sedang. Pada tahun 2020, IRB Hulu Sungai Utara 

mencapai 128,40 dengan kriteria Sedang. 

Pada tahun 2023 target Indek resiko bencana 128,4 dan realisasi perolehan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hasilnya rilis diawal tahun 2024 yakni sebesar 

114,97 yang langsung dilakukan penilaian oleh Pusat yakni Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. Sehingga ditahun 2024 ini Kabupaten Hulu Sungai Utara 

melalui BPBD kembali menargetkan indeks resiko bencana sebesar 114,97 dengan 

asumsi dapat mempertahankan indeks yang telah dicapai ataupun dapat melebihi target 

yang telah ditetapkan. Upaya mengurangi indeks risiko bencana  yang dilaksanakan 

dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta 

evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan 

kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor. 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 II-17 

 
Sumber : BPBD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2024 

Gambar 2.6 
Indeks Risiko Bencana 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 – 2023 
 

2.1.2. Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 sebanyak 

233.412 jiwa dengan proporsi laki-laki 50,08% dan perempuan 49,92% dengan 

persebaran masing-masing kecamatan seperti pada tabel di bawah. Dilihat dari 

distribusi penduduk per kecamatan, diketahui bahwa kecamatan dengan penduduk 

paling banyak yaitu Kecamatan Amuntai Tengah dan yang paling sedikit di Kecamatan 

Paminggir. 

Tabel 2.3.  
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin Rasio 

Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah Total 

1 Danau Panggang 10.652 10.404 21.056 102,4 
2 Paminggir 4.178 4.060 8.238 102,9 
3 Babirik 10.148 9.906 20.054 102,4 
4 Sungai Pandan 14.396 14.431 28.827 99,8 

5 Sungai Tabukan 7.698 7.652 15.350 100,6 
6 Amuntai Selatan 15.686 15.557 31.243 100,8 

7 Amuntai Tengah 25.694 25.810 51.504 99,6 

8 Banjang 9.526 9.299 18.825 102,4 
9 Amuntai Utara 10.628 10.805 21.433 98,4 

10 Haur Gading 8.294 8.588 16.882 96,6 
 Jumlah 116.900 116.512 233.412 100,3 

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024 

128,40 126,00

81,60

114,97

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 II-18 

Adapun perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

tahun 2018–2023 dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024 

Gambar 2.7 
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2023 

 

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk 

yang relatif tinggi dari tahun 2018-2019 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2020 

dan kembali bertambah pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 

dilaksanakan sensus penduduk, sehingga jumlah penduduk yang terdata merupakan 

jumlah riil di lapangan, sedangkan pada empat tahun sebelumnya jumlah penduduk 

didasarkan pada perkiraan secara statistik. Sedangkan untuk laju pertumbuhan 

penduduk di tahun 2018 mencapai angka 1,41 kemudian menurun sampai tahun 2022 

menjadi 0,01 dan pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 

0,03. Adapun untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2023 dapat terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.4.  
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan  

di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Laju Pertumbuhan Penduduk (2020 

ke 2023) 
1 Danau Panggang 21.056 0,02 

2 Paminggir 8.238 0,04 
3 Babirik 20.054 0,02 
4 Sungai Pandan 28.827 0,03 
5 Sungai Tabukan 15.350 0,01 
6 Amuntai Selatan 31.243 0,04 
7 Amuntai Tengah 51.504 0,03 
8 Banjang 18.825 0,03 

9 Amuntai Utara 21.433 0,04 
10 Haur Gading 16.882 0,03 

 Hulu Sungai Utara 233.412 0,03 

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2024 
 

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang angka 

laju pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, yaitu Kecamatan Paminggir, Amuntai Selatan dan Amuntai Utara. Laju 

pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Sungai Tabukan. 

Untuk kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 

sebesar 257,14 jiwa/km2, dimana kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sungai 

Tabukan dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Paminggir seperti pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 2.5.  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 

No Kecamatan 
Jumlah 

Kel/Desa 
Luas (Km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Kepadatan Pddk 
per km2 

1 Danau Panggang 16 136,24 21.056 154,55 
2 Paminggir 7 192,77 8.238 42,73 
3 Babirik 23 82,01 20.054 244,53 
4 Sungai Pandan 33 59,92 28.827 481,09 
5 Sungai Tabukan 17 22,25 15.350 689,89 
6 Amuntai Selatan 30 149,99 31.243 208,30 
7 Amuntai Tengah 29 77,09 51.504 668,10 
8 Banjang 20 110,64 18.825 170,15 
9 Amuntai Utara 26 37,85 21.433 566,26 

10 Haur Gading 18 38,96 16.882 433,32 
 Jumlah 219 907,72 233.412 257,14 

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2024 
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Dilihat dari struktur penduduk sebagaimana dimuat pada tabel di bawah, 

penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digolongkan kedalam “penduduk 

muda”. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk pada umur 0-39 jumlahnya cukup banyak. 

Sementara untuk penduduk lanjut usia cukup kecil jumlahnya. 
 

Tabel 2.6.  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 
Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki Perempuan 
0-4 9.105 8.097 17.202 7,37 
5-9 10.354 9.685 20.039 8,59 

10-14 10.721 10.074 20.795 8,91 
15-19 10.164 9.629 19.793 8,48 
20-24 10.306 9.701 20.007 8,57 
25-29 9.520 8.378 17.898 7,67 
30-34 9.469 9.131 18.600 7,97 

35-39 9.284 9.132 18.416 7,89 
40-44 8.651 8.664 17.315 7,42 
45-49 7.852 8.329 16.181 6,93 
50-54 6.977 7.347 14.324 6,14 
55-59 5.351 6.020 11.371 4,87 
60-64 4.076 4.895 8.971 3,84 
65-69 2.584 3.051 5.635 2,41 
70-74 1.376 2.125 3.501 1,50 

75 + 1.110 2.254 3.364 1,44 
Jumlah 116.900 116.512 233.412 100,00 

Sumber: Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2024 
 

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa indikator makro 

menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan data capaian 

kinerja selama beberapa tahun terakhir, dapat diketahui indikasi kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama lima tahun 

terakhir terlihat berfluktuasi. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, 

namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.66%. 
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Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua kab/kota di Kalimantan Selatan, bahkan 

secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang 

melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama 

dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten HSU 

kembali tumbuh hingga menjadi 3,21% dan 4,08% di tahun 2022 serta pada tahun 2023 

kembali tumbuh sebesar 4,51%. Secara keseluruhan trend ini hampir sama dengan 

perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.  

Tabel 2.7.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2019─2023 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

2,61 -0,15 1,55 -0,03 5,63 

B Pertambangan dan Penggalian 2,93 -1,35 3,00 4,36 1,09 

C Industri Pengolahan 2,29 -2,89 2,67 3,02 0,72 

D Pengadaan Listrik dan Gas 4,39 4,98 4,62 7,49 8,74 

E Pengadaan Air 8,56 8,07 5,00 6,21 5,12 

F Konstruksi 6,27 -2,79 3,19 7,89 4,52 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran. 
dan Reparasi 

7,65 -4,75 4,60 7,58 5,70 

H Transportasi dan pergudangan 6,27 -4,23 2,13 5,84 4,44 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

9,34 -0,16 3,35 7,22 7,05 

J Informasi dan Komunikasi 8,08 8,11 7,87 6,04 5,52 

K Jasa Keuangan 3,45 0,83 0,89 -1,69 9,97 

L Real Estate 5,98 3,13 3,82 6,43 5,61 

M,N Jasa Perusahaan 7,39 -2,00 3,99 6,79 6,68 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

5,89 0,92 2,40 -0,68 2,33 

P Jasa Pendidikan 6,69 1,91 2,79 4,47 3,07 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

5,99 6,42 10,93 6,96 5,25 

R,S,T,U Jasa lainnya 6,42 -0,56 2,18 6,60 6,19 

PDRB ADHB 5,51 -0,66 3,21 4,08 4,51  

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU setelah pandemi COVID-19 tahun 2020 

berada pada posisi yang lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. 

Sampai dengan tahun 2023, hal ini disebabkan sektor pertanian dan perikanan yang 

merupakan sektor andalan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berjalan secara 
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maksimal, hal ini dikarenakan pengaruh iklim dan cuaca ekstrem yang terjadi beberapa 

tahun ini.  

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSU sebesar 4,51 sementara Provinsi 

Kalimantan Selatan mencapai 4,84 dan nasional sebesar 5,05, seperti terlihat pada 

gambar berikut : 

 
Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2024 

Gambar 2.8 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalsel dan Nasional 

Tahun 2019 – 2023 
 

2. Indeks Gini 

Indeks gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk, yang nilainya 

berkisar antara 0 s/d 1, jika nilai indeks gini sama dengan Nol berarti terjadi pemerataan 

yang sempurna, dan jika nilai indeks gini sama dengan satu berarti terjadi ketimpangan 

sempurna.  

Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019 

hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,325, 

mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 0,319 kemudian terjadi peningkatan tahun 

2021 menjadi 0,378 hingga selanjutnya terjadi penurunan sampai tahun 2023 menjadi 

0,271, dimana angka ini merupakan angka terendah selama 5 tahun terakhir. Indeks 

Gini di Kabupaten HSU tahun 2023 ini masuk kategori rendah, salah satu penyebab 

rendahnya indeks gini ini karena mayoritas mata pencaharian Masyarakat HSU adala 
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Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th.2022 Th. 2023
Kabupaten HSU 5,51 -0,660 3,21 4,08 4,51

Provinsi Kalsel 4,09 -1,82 3,48 5,11 4,84

Nasional 5,02 -2,07 3,7 5,31 5,05
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di sektor Pertanian dan Perikanan. Perbandingan Indeks Gini antara Nasional, Provinsi 

Kalsel dan Kabupaten HSU dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Utara, 2024 

Gambar 2.9 
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan 

Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 
 
Catatan :  Angka Gini Rasio < 0,3 berarti ketimpangan rendah  
                Angka Gini Rasio 0,3≤ G ≤0,5 berarti ketimpangan sedang  
                Angka Gini Rasio > 0,5 berarti ketimpangan tinggi  

 

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu 

Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 apabila dibandingkan 

dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional selalu lebih rendah. 

Hanya pada tahun 2021 nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

3. Kemiskinan 

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin 

terhadap jumlah penduduk. Kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan 

kebutuhan dasar yang berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk 

makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). 

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai 
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Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th.2022 Th. 2023
Kabupaten HSU 0,325 0,319 0,378 0,301 0,271

Provinsi Kalsel 0,334 0,351 0,33 0,317 0,313

Nasional 0,38 0,385 0,381 0,381 0,388
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rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum 

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu 

untuk hidup layak. 

Selama periode 2019–2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase berfluktuasi. Selama lima tahun 

terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2020 (6,14 persen) 

sementara capaian tertinggi pada tahun 2021 (6,83 persen). Adapun Tingginya 

kemiskinan pada tahun 2021 banyak disebabkan dampak berkepanjangan dari 

pandemi COVID-19. Kondisi kemiskinan tahun 2022 menurun pada September 2022, 

hal ini ditunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten HSU yang turun ke 6,49 

persen dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kembali mengalami penurunan hingga 

menjadi 6,25 persen. Perkembangan kemiskinan di Kalimantan Selatan periode 2019-

2023 disajikan pada tabel di bawah 

Tabel 2.8 
Profil Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2019-2023  

No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Garis Kemiskinan (Rupiah) 436.997 488.237 501.994 526.919 561.249 

2 Jumlah Penduduk Miskin (orang) 15.398 14.718 16.186 15.497 15.018 

3 Persentase Penduduk Miskin (%) 6,50 6,14 6,83 6,49 6,25 

4 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 0,66 0,85 0,76 0,86 0,62 

5 Tingkat Keparahan Kemiskinan 0,12 0,20 0,12 0,15 0,13 

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 

 

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 sebesar Rp 561.429 

perkapita sebulan. Dengan garis kemiskinan sejumlah ini, persentase penduduk miskin 

di Kabupaten Hulu Sungai Utara menurun menjadi 6,25. Sementara itu, untuk indeks 

kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing menurun dari 

tahun sebelumnya menjadi 0,62 dan 0,13. Artinya, gap antara masyarakat kurang 

mampu dengan garis kemiskinan menurun.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 II-25 

Adapun perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara 

terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 dapat dilihat 

pada gambar di bawah. Data pada gambar menunjukkan bahwa perbandingan tingkat 

kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan 

Nasional menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2023 

tingkat kemiskinan di provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Nasionai 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 
Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

Gambar 2.10 
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Provinsi 

Kalimantan Selatan dan Tingkat Nasional  
Tahun 2019–2023 

 
Pada Tahun 2021 berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 

4 Maret 2020 tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, agar 

pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat 

sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 

0% (nol persen) pada tahun 2024. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara persentase 

Kemiskinan Ekstrem Pada Tahun 2023 sebesar 0,35% dimana untuk penghapusan 

kemiskinan ekstrem ini daerah diwajibkan menggunakan data Pensasaran Percepatan 

Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th.2023

Kab. HSU 6,50 6,14 6,83 6,49 6,25

Provinsi Kalsel 4,47 4,83 4,59 4,61 4,29

Nasional 9,22 10,19 9,71 9,57 9,36
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Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimana di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

berdasarkan data P3KE untuk data individu ada sebanyak 113.003 individu dan 

berdasarkan data keluarga sebanyak 32.192 keluarga, sebagaimana terlihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2.9 
Keluarga dan Individu Miskin Berdasarkan data P3KE pada Desil 1, 2, 3 dan 4 

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

 
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah 

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. 

Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 

No Kecamatan 
Data Per Individu Data KELUARGA 

Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Jumlah Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Jumlah 

1 Amuntai Selatan 2324 4576 3607 3724 14231 498 1115 1333 1097 4043 

2 Amuntai Tengah 3420 5531 4189 5424 18564 716 1366 1514 1523 5119 

3 Amuntai Utara 1023 2645 2431 2935 9034 221 639 896 820 2576 

4 Babirik 2359 3914 2608 2434 11315 499 986 987 771 3243 

5 Banjang 1751 2864 2306 2534 9455 383 754 857 766 2760 

6 Danau Panggang 3268 4700 3136 2727 13831 713 1194 1064 852 3823 

7 Haurgading 1249 2233 1491 2177 7150 272 567 585 634 2058 

8 Paminggir 1276 2011 1176 1234 5697 272 536 432 387 1627 

9 Sungai Pandan 3235 4424 3710 3570 14939 706 1168 1456 1101 4431 

10 Sungai Tabukan 1406 2879 2268 2234 8787 303 700 835 674 2512 

Jumlah 21311 35777 26922 28993 113003 4583 9025 9959 8625 32192 
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 

Gambar 2.11 
Perkembangan Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 
 

Berdasarkan Gambar 2.11 diketahui bahwa TPT di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, 

dimana pada tahun 2019 TPT sebesar 3,48% dan mengalami peningkatan di tahun 

2020 dan tahun 2021 hingga di tahun 2022 sampai tahun 2023 terus mengalami 

penurunan menjadi 3,85%. Besaran TPT Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode 

tahun 2019-2023 selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi 

Kalimantan Selatan dan Nasional. 

Tabel 2.10 
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator Ketenagakerjaan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 

3,48 4,49 4,80 4,64 3.85 

2 Jumlah Pengangguran 3.917 5.451 5.999 5,688 5.021 

3 Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 
68,43 70,08 71,41 69,35 75,34 

4 Persentase  Penduduk Yang 
Bekerja 

96,52 95,51 95,20 95,36 96,15 

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th.2023

Kab. HSU 3,48 4,49 4,80 4,64 3,85

Provinsi Kalsel 4,18 4,74 4,95 4,74 4,31

Nasional 5,23 7,27 6,49 5,86 5,32
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan 

antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh penduduk usia 

kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah struktur umur, tingkat 

pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK yang baik adalah jika 

penduduk usia kerja yang sedikit, Tingkat pendidikan masyarakat tinggi dan 

kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan TPAK adalah jika pengendalian 

penduduk berhasil maka akan mengurangi penduduk pencari kerja, sedangkan jika 

pendidikan masyarakat tinggi maka akan terjadi pengurangan pekerja dan pencari 

kerja dari kelompok umur 19-24 tahun menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan 

jika peluang kerja memadai maka terjadi pengurangan pencari kerja.  

Jumlah pengangguran dalam periode tahun 2019 sampai dengan 2023 

mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 kondisinya meningkat dibandingkan 

tahun 2019 dan meningkat terus sampai tahun 2021 menjadi 5.999 dan menurun 

kembali hingga pada tahun 2023 menjadi 5.021. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2019-2023, dimana tahun 2020 

TPAK mengalami peningkatan sebesar (1,65%). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk 

yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada penduduk pada usia kerja 

yang tidak bekerja. 

Persentase Penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada tabel diatas menunjukkan 

Persentase Penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi, dimana di tahun 2019 

sebesar 96,52 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 95,51 persen hingga tahun 

2021 menjadi 95,20 persen dan kembali meningkat ditahun 2022 menjadi 95,36 persen 

sampai tahun 2023 menjadi 96,15 persen. Nilai TPAK menunjukkan tingkat pasokan 

tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu 

perekonomian. 
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5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) adalah 

sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu 

negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, penghitungan 

IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang 

mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah dan Rata-rata 

Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan (standar hidup 

layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami 

perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM angka IPM 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. 

 

Sumber: BPS RI, BPS Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

Gambar 2.12 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019 – 2023 
 

IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum mengalami perbaikan angka, 

Dimana pada tahun 2019 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu hanya sebesar 

65,49 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 71,12. Meskipun 

IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu mengalami peningkatan, namun secara rata-

rata masih dibawah angka IPM Provinsi  Kalimantan Selatan dan Nasional. 

Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th.2023

Kab. HSU 65,49 69,09 69,63 70,33 71,12

Provinsi Kalsel 70,72 73,09 73,45 74,00 74,66

Nasional 71,92 72,81 73,16 73,77 74,39
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Tabel 2.11.  
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya  

Tahun 2019-2023 

Tahun 
Angka 

Harapan 
Hidup 

Harapan 
Lama 

Sekolah 

Rata-rata 
Lama 

Sekolah 

Pengeluaran 
Per Kapita 

(000) 
IPM 

2019 63,58 12,88 7,37 9.772 65,49 

2020 71,22 12,91 7,53 9.527 69,09 

2021 71,50 12,92 7,75 9.644 69,63 

2022 71,89 12,93 7,76 10.132 70,33 

2023 72,21 13,19 7,77 10.491 71,12 
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

 

a. Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan 

oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi 

normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan  turun. Cakupan penduduk 

yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 

tahun ke atas. 

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang 

menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai 

dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka  ini merupakan 

transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama 

sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun 

ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. 

Adapun perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 – 2023 di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 

Gambar 2.13 
Rata-Rata Lama Sekolah 

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 - 2023 
 

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikannya bervariatif. Dari gambar 

2.13 tersebut diatas menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara selalu dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan, namun dari tahun 2013–

2023 terus mengalami peningkatan. 

Angka rata-rata lama sekolah dapat dipacu dengan kebijakan yang sifatnya 

pro pendidikan seperti menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, 

namun tidak semata-mata hanya memenuhi target angka-angka tetapi esensi dari 

pendidikan yaitu mencerdaskan masyarakat. Selain itu harus disadari bahwa 

pembangunan bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama, konsistensi 

kebijakan, dan hasilnya baru bisa dilihat dalam waktu jangka panjang. Angka rata-rata 

lama sekolah 7,77 tahun bermakna bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia dua 

puluh lima tahun keatas adalah masih kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8. 
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b. Harapan Lama Sekolah  

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 

diharapkan akan dijalani individu berusia 7 tahun untuk menempuh pendidikan. Pada 

tahun 2023,  Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 

13,19 tahun, naik 0,26 tahun dari tahun 2022 yang sebesar 12,93. Ini berarti, pada 

tahun 2023 penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat 

bersekolah selama 13,19 tahun. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

Gambar 2.14 
Angka Harapan Lama Sekolah  

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 - 2023 
 

 

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Angka Harapan Lama 

Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2023 selalu berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan 

Selatan. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi ketiga di Kalimantan Selatan 

setelah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.  
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c. Angka Harapan Hidup 

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata 

penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur. Angka 

harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 

kesehatan pada khususnya.  

Peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini 

dipengaruhi beberapa faktor seperti semakin baik dan mudahnya akses pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat, telah lebih baiknya perilaku hidup bersih dan sehat 

masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan serta semakin membaiknya kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan 

perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan 

Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan) dan status 

gizi masyarakat. 

Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak tahun 

2019–2023 terus mengalami peningkatan, namun selalu lebih rendah dibandingkan 

dengan Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti terlihat 

pada gambar berikut: 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

Gambar 2.15 
Angka Usia Harapan Hidup (AHH)  

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023 
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d. Pengeluaran Per Kapita 

Pengeluaran perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 

2019 sampai dengan 2023 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 mencapai 9.772 ribu 

rupiah, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 9.527 ribu rupiah, namun meningkat 

kembali sampai tahun 2023 dengan angka 10.491 ribu rupiah. Sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.12.  
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan  

di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

Tahun Pengeluaran Per Kapita (000) 

2019 9.772 

2020 9.527 

2021 9.644 

2022 10.132 

2023 10.491 

Sumber: BPS Kab. HSU, 2023 

 

2.2.2. Kesejahteraan sosial budaya 

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang 

mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan 

oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu 

kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.  

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2018 

hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan, Dimana kondisi pada tahun 2018 yaitu 

sebesar 0,56 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,45. Capaian Indeks Ketimpangan 

Gender pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender 

Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,51 dan Indeks Ketimpangan Gender 

Nasional yang sebesar 0,46. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Sumber: BPS RI, 2023 

Gambar 2.16 
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

 Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018–2022 
 

2.3. Aspek Daya Saing Daerah 

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah 

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi 

perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regionla Bruto (PDRB) 

atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Hasil 

penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB 

menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah 

(value added) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu 

tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan 

jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga 

dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga 

berlaku. 
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Tabel 2.13.  
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku  

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019─2023 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

793.484,3 838.381,4 864.363,4 906.995,3 982.429,2 

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

10.211,8 10.668,8 11.057,0 11.923,7 12.406,3 

C Industri Pengolahan 456.474,4 467.788,4 498.047,1 522.674,6 508.657,2 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5.019,2 5.794,3 6.214,4 6.743,6 7.408,1 

E Pengadaan Air 35.004,4 41.315,0 43.834,7 47.031,6 50.451,1 

F Konstruksi 467.428,2 498.797,8 534.151,3 614.643,4 656.782,4 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran. dan Reparasi 

672.517,0 725.950,5 784.126,9 882.995,3 997.922,4 

H 
Transportasi dan 
pergudangan 

339.042,8 359.340,2 372.097,3 413.926,2 469.964,5 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

116.123,9 131.606,5 139.819,4 154.503,3 167.241,5 

J Informasi dan Komunikasi 169.507,3 200.461,1 217.639,6 236.839,0 254.384,2 

K Jasa Keuangan 146.728,6 158.779,8 168.714,7 175.690,4 196.284,7 

L Real Estate 151.780,8 173.829,3 184.433,4 200.157,0 213.644,7 

M,N Jasa Perusahaan 17.802,0 19.780,0 20.898,5 23.573,3 25.932,2 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

562.834,0 624.797,5 648.330,4 656.498,9 698.323,4 

P Jasa Pendidikan 429.854,6 482.211,5 505.968,7 537.498,6 563.769,6 

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

100.644,4 119.359,6 137.253,5 150.035,9 161.988,1 

R,S,T,
U 

Jasa lainnya 99.386,8 109.945,9 116.498,2 130.051,8 144.236,5 

PDRB ADHB 4.573.844,60 4.968.807,70 5.253.448,90 5.671.781,90 6.111.825,9  

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 
 

Nilai PDRB Kabupaten HSU ADHB selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan 

perkembangan yang positif. Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19, 

namun nilai PDRB ADHB tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai PDRB ADHB 

tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 

33,62 %. PDRB ADHB pada tahun 2023 mencapai 6,11 triliun rupiah. Secara nominal, 

nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 440 miliar rupiah dibandingkan dengan 

tahun 2022 yang mencapai 5,67 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh 

adanya inflasi.  
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Tahun 2023 struktur perekonomian HSU didominasi oleh 5 (lima) kategori 

lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan 

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi dan Jasa Pendidikan. Peranan 

terbesar dalam pembentukan PDRB HSU dihasilkan oleh lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 %. 

Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 

16,07 %, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 %. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi 

sebesar 10,75 % dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,22 %. 

Tabel 2.14.  
Distribusi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 16,88 16,87 16,45 15,99 16,07 

B Pertambangan dan Penggalian 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 

C Industri Pengolahan 9,58 9,41 9,48 9,22 8,32 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 

E Pengadaan Air 0,77 0,83 0,83 0,83 0,83 

F Konstruksi 10,35 10,04 10,17 10,84 10,75 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran. dan 
Reparasi 

15,11 14,61 14,93 15,57 16,33 

H Transportasi dan pergudangan 7,48 7,23 7,08 7,30 7,69 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

2,64 2,65 2,66 2,72 2,74 

J Informasi dan Komunikasi 3,80 4,03 4,14 4,18 4,16 

K Jasa Keuangan 3,18 3,20 3,21 3,10 3,21 

L Real Estate 3,31 3,50 3,51 3,53 3,50 

M,N Jasa Perusahaan 0,40 0,40 0,40 0,42 0,42 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

12,24 12,57 12,34 11,57 11,43 

P Jasa Pendidikan 9,54 9,70 9,63 9,48 9,22 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,20 2,40 2,61 2,65 2,65 
R,S,T,

U 
Jasa lainnya 2,20 2,21 2,22 2,29 2,36 

PDRB  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024
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Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB HSU selama kurun waktu 2019 

sampai dengan 2023 juga menunjukkan tren peningkatan. Dalam waktu 5 (lima) 

tahun tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 53,86 persen. Peningkatan PDRB ini 

sangat dipengaruhi oleh adanya kenaikan produksi di beberapa lapangan usaha 

yang disebabkan oleh maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nilai PDRB 

HSU tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,70 triliun rupiah. 

Angka tersebut meningkat dari 159,89 miliar dibandingkan dengan kondisi pada 

tahun 2022 yang hanya sebesar 3,54 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

selama tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 

sebesar 4,51%. Dari 17 kategori lapangan usaha yang ada, semuanya mengalami 

pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha Industri Pengolahan. 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan 

Asuransi sebesar 9,97 persen, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi terendah 

adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,72 persen 

Tabel 2.15 
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Konstan  

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019─2023 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

548.088,2 547.255,3 555.714,2 555.526,1 586.807,1 

B Pertambangan dan Penggalian 7.432,7 7.332,6 7.552,6 7.882,2 7.968,5 

C Industri Pengolahan 325.660,1 316.242,8 324.672,9 335.050,7 336.882,8 

D Pengadaan Listrik dan Gas 3.294,2 3.458,2 3.618,0 3.888,5 4.229,0 

E Pengadaan Air 27.232,5 29.428,9 30.900,3 32.819,8 34.498,8 

F Konstruksi 352.573,7 342.719,8 353.649,1 381.546,1 398.806,5 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran. dan Reparasi 

487.368,3 464.200,6 485.536,8 522.332,8 552.087,9 

H Transportasi dan pergudangan 256.294,8 245.451,1 250.679,3 265.330,7 277.123,9 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

91.235,9 91.088,6 94.143,6 100.941,1 108.059,1 

J Informasi dan Komunikasi 145.009,8 156.774,8 169.119,7 179.333,9 189.241,6 

K Jasa Keuangan 101.339,7 102.180,4 103.086,0 101.339,4 111.447,5 

L Real Estate 121.567,4 125.373,7 130.156,8 138.529,2 146.297,5 

M,N Jasa Perusahaan 12.452,3 12.203,6 12.690,8 13.552,1 14.456,8 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

382.052,9 385.568,0 394.810,5 392.123,8 401.261,3 

P Jasa Pendidikan 319.840,8 325.956,7 335.039,3 350.031,1 360.792,1 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

73.079,6 77.770,8 86.268,2 92.269,5 97.112,2 

R,S,
T,U 

Jasa lainnya 70.724,3 70.330,3 71.866,6 76.609,9 81.350,9 

PDRB ADHK 3.325.247,1 3.303.336,0 3.409.504,9 3.548.524,5 3.708.423,7 

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024 
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Tiga belas lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan positif 

antara lain Pertambangan dan Penggalian 4,36 persen, Industri Pengolahan 

sebesar 3,20 persen, Pengadaan Listrik sebesar 7,48 persen, Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,21 persen, Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,96 persen, Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,58 persen, Transportasi dan 

Pergudangan sebesar 5,84 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

sebesar 7,22 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 6,04 persen, Real Estat 

sebesar 6,43 persen, Jasa Perusahaan sebesar 6,79 persen, Jasa Pendidikan 

sebesar 4,47 persen, Jasa lainnya sebesar 6,60 persen. 

Sementara dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yaitu: 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,68 

persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -0,03 persen. 
 

2. PDRB Per Kapita 

PDRB Per kapita atas dasar harga      berlaku menunjukkan nilai PDRB 

per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Hulu 

Sungai Utara memiliki tren yang meningkat dari 2019 sampai tahun 2023. Nilai 

PDRB per kapita Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan 

ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha 

yang disebabkan oleh membaiknya perekonomian setelah pandemi COVID-19 di 

Indonesia. Pada tahun 2023, PDRB ADHB per Kapita HSU mencapai 26,06 juta 

rupiah. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian 

Hulu Sungai Utara berjalan dengan cukup baik walaupun masih dalam proses 

pemulihan pasca pandemi. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi 

peningkatan kesejahteraan Masyarakat  
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Tabel 2.16 
PDRB Per Kapita  

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 
1 Nilai PDRB (Milliar Rp) 
  ADHB 4.573,84 4.968,80 5.253,44 5.671,78 6.111,83 
 ADHK 2010 3.151,54 3.303,33 3.409,50 3.549,10 3.708,42 

2 PDRB perkapita (Ribu Rp) 
 ADHB 21.111,90 21.954,50 22.957,77 24.522,38 26.061,67 
 ADHK 2010 14.210,21 14.595,67 14..899,66 15.344,83 15.813,23 
 Pertumbuhan 

PDRB perkapita 
ADHK 2010 

4,47 5,78 2,70 2,10 3,32 

 Jumlah penduduk 
(ribu orang) 

237.573 226.727 228.832 231.290 234.514 

 Pertumbuhan 
Jumlah 
Penduduk 
(persen) 

1,27 -4,57 0,93 1,07 1,15 

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023  

Dari tabel terlihat peningkatan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, hal ini 

menunjukkan bahwa pembangunan di bidang perekonomian berjalan dengan baik 

walaupun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu. Konsistensi ini 

perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian 

penggunaan atau pengeluaran dalam ekonomi yang membentuk PDRB. Peranan 

Konsumsi sangat penting dalam membentuk PDRB kabupaten. Tingkat konsumsi 

rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga 

untuk makanan dan bukan makanan. Semakin besar rasio/angka konsumsi 

rumah tangga semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah. 

Total Konsumsi Rumah Tangga Selama periode 2019 sampai dengan 

tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pada angka 3.047,81 milyar, 

sempat terjadi penurunan ditahun 2020 namun meningkat kembali di tahun 2021 

sampai tahun 2023 menjadi 3.375,63 milyar. Hal yang sama terjadi pada 

persentase Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perkapita yang dalam 

periode 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. 
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Adapun Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Table 2.17 
Angka Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

NO Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Total Konsumsi Rumah 
Tangga (Milyar) 

3.047,81 3.036,94 3.068,14 3.217,84 3.375,63 

2 
Pertumbuhan 
Konsumsi Rumah 
Tangga Perkapita (%) 

4,24 3,03 -0,20 3,64 3,71 

Sumber: BPS Kab.HSU, 2024 dan PDRB Kab. HSU menurut pengeluaran 2019-2023 

 
4. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari komponen  

pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan kemampuan 

masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Umumnya, pada rumah tangga 

dengan pendapatan yang tinggi, porsi konsumsi makanan  akan mengalami 

kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan  akan dialihkan ke 

konsumsi makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi non pangan 

perkapita (persentase Konsumsi RT untuk non pangan) dipakai untuk mengetahui 

pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. 

Tabel 2.18 
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita Per bulan 

Tahun 2019-2023 
No Uraian Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 
1 Rata-rata Pengeluaran 

konsumsi per Kapita per 
bulan (Rp) 

 
973.222 

 
1.018.951 

 
1.018.951 

 
1.143.656 

 
1.141.092 

 
2 

Pengeluaran konsumsi 
Non Makanan per Kapita 
per bulan (Rp) 

 
489.010 

 
514.491 

 
625.945 

 
532.322 

 
537.834 

3 Persentase Pengeluaran 
Konsumsi Non Makanan 
per kapita per bulan 

 
50,25 

 
50,53 

 
52,22 

 
46,55 

 
47,13 

Sumber: BPS Kab.HSU, 2023 

 

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita didapatkan dari proporsi  

total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap pengeluaran. 
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Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan bahwa Persentase  

Pengeluaran Konsumsi Non Makanan per kapita per bulan selama 5 tahun 

terakhir dari tahun 2019 s.d tahun 2023 terjadi fluktuasi, dimana dari tahun 2019 

s/d tahun 2021 terjadi peningkatan dari Rp. 489.010 ditahun 2019 menjadi Rp. 

625.945 tahun 2023, namun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi Rp. 532.322 

dan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2023 menjadi Rp. 537.834. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan karena konsumsi non makanan 

lebih besar dari konsumsi makanan, dimana artinya konsumsi makanan telah 

tercukupi. 
 

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) 
 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dengan seluruh 

penduduk usia kerja. Dalam konteks ini faktor-faktor yang berpengaruh adalah 

struktur umur, tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu TPAK 

yang baik adalah jika penduduk usia kerja yang sedikit, Tingkat pendidikan 

masyarakat tinggi dan kesempatan kerja yang memadai. Korelasinya dengan 

TPAK adalah jika pengendalian penduduk berhasil maka akan mengurangi 

penduduk pencari kerja, sedangkan jika pendidikan masyarakat tinggi maka akan 

terjadi pengurangan pekerja dan pencari kerja dari kelompok umur 19-24 tahun 

menjadi kelompok bukan angkatan kerja dan jika peluang kerja memadai maka 

terjadi pengurangan pencari kerja.  

Tabel 2.19 
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Indikator 

Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 

3,48 4,49 4,80 4,64 3.85 

2 Jumlah Pengangguran 3.917 5.451 5.999 5,688 5.021 

3 Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 
68,43 70,08 71,41 69,35 75,34 

4 Persentase  Penduduk Yang Bekerja 96,52 95,51 95,20 95,36 96,15 

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara cukup tinggi, dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2019-2023, dimana 

tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan sebesar (1,65%). Hal ini menunjukkan 

bahwa penduduk yang bekerja dan mencari kerja cukup tinggi dan masih ada 

penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja. 

Persentase Penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara 

jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada tabel diatas 

menunjukkan Persentase Penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi, dimana di 

tahun 2019 sebesar 96,52 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 95,51 persen 

hingga tahun 2021 menjadi 95,20 persen dan kembali meningkat ditahun 2022 

menjadi 95,36 persen sampai tahun 2023 menjadi 96,15 persen. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah pengangguran dalam 

periode tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 

2019 jumlah pengangguran menunjukkan angka terendah, sedangkan angka 

tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaiu. 5.999 dan kembali menurun pada tahun 

2023 menjadi 5.021 

Selanjutnya, TPAK di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan jenis 

kelamin selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan 

bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.20.  
TPAK Kabupaten Hulu Sungai Utara  

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018–2022 
No TPAK 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Laki-Laki 80,88 82,10 82,72 81,68 70.016 

2 Perempuan 56,84 58,90 60,90 57,92 55.222 

Sumber: BPS Kab. HSU, 2024 

2. Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang 

harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap  penduduk 

yang tidak produktif. Penduduk berusia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja 

yang dianggap sudah produktif. Sedangkan penduduk yang berusia dibawah 15 

tahun dianggap penduduk yang belum produktif   dan penduduk yang berusia 

diatas 65 tahun dianggap sebagai penduduk yang tidak produktif. 
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Dari tabel dibawah rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan di 

bilangan 46 -47an. Rasio ketergantungan pada tahun 2022 sebesar 47,37 

memiliki makna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 atau 

48 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. 

Tabel 2.21 
Rasio Ketergantungan Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2022 

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Jumlah penduduk 
usia < 15 tahun 67.900 60.761 60.833 61.027 58.036 

2. Jumlah penduduk 
usia > 64 tahun 

11.903 11.659 12.463 13.310 12.500 

3. Jumlah penduduk 
usia tidak produktif 
(1)&(2) 

79.803 72.420 73.296 74.337 70.536 

4. Jumlah penduduk 
Usia 15-64 tahun 

157.770 154.307 155.535 156.953 162.876 

5. Rasio 
ketergantungan 
(3)/(4) 

50,58 46,93 47,13 47,37 43,31 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2013-2023 

 

2.3.3. Daya Saing Iklim Investasi 

Indeks Daya Saing Daerah 

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya 

saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset 

dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh 

sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat 

produktivitas daerah.  

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang 

dikelaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data 

sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data 

indikator daya saing. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui IDSD Kabupaten 

Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 adalah 2,87. Capaian ini menempatkan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi ketiga tertinggi setelah 

Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan. 

Capaian IDSD Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dibawah capaian 

IDSD Provinsi Kalimantan Selatan (3,14) dan nasional (3,26). Pilar yang memiliki 

skor lebih tinggi dari nasional adalah Pilar 7: Pasar produk dan Pilar 8: Pasar 

tenaga kerja. Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya lebih keras untuk 
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meningkatkan skor pada Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK 

Pilar, 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan Pilar, 6: Keterampilan, Pilar 

9: Sistem keuangan Pilar, 10: Ukuran pasar, dan Pilar 12: Kapabilitas inovasi. 

 

2.4. Aspek Pelayanan Umum 

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 

bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab 

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap  indikator-

indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang 

urusan: 

1. Pendidikan 

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan 

untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap 

wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber 

daya manusia untuk menuju kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program 

prioritas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengukuran keberhasilan 

pembangunan melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan 

adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis 

dilanjutkan terhadap indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi 

angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka 

Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan 

yang ditamatkan (APT) maupun Angka Partisipasi Sekolah (APS). 

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi  penduduk 

secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar merupakan 

persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang 



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 II-46 

pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang 

sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 
 

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat (7–12 Tahun) 

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun 

2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Angka partisipasi kasar lebih dari 

100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI yang sekolah umurnya 

kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI. Angka Partisipasi Kasar 

(APK) SD/sederajat  di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 – 2023 

dapat dilihat pada Gambar berikut :  

 
 Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

Gambar 2.17. 
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sederajat 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

Ke depannya diharapkan APK mendekati atau sama dengan APM 

sehingga dikatakan ideal. Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai 

kelompok umur tercapai. Adanya angka partisipasi kasar melebihi 100 persen 

dapat diduga penyebabnya adalah banyaknya anak usia SD yang sekolah tidak 

sesuai umurnya (terlalu muda/tua). 
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2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sederajat (13 – 15 Tahun) 

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan tingkat SLTP di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami 

fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 84,31%, 

meningkat di tahun 2020 menjadi 85,86%, kemudian menurun pada tahun 2021 

menjadi 82,10%. Meningkat kembali di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 

89,74%. 

Angka ini sungguh sangat tidak ideal, karena tidak terjadi konsistensi 

penurunan APK. Hal ini terjadi dikarenakan aksesibilitas menuju ke sekolah yang 

kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, 

atau faktor ekonomi keluarga. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sederajat di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Gambar 

berikut: 

 
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

Gambar 2.18  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sederajat 

 Tahun 2019-2023 
 

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sederajat (16–18 Tahun) 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sederajat di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara pada tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah. : 
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Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

Gambar  2.19 
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SLTA/sederajat di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2022 mengalami 

fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 76,39%, 

terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 80,09%, namun menurun pada tahun 

2023 menjadi 79,67%. 

Angka Partisipasi Kasar tingkat SLTA hampir sama dengan Angka 

Partisipasi Kasar tingkat SLTP, yaitu fluktuatif. Permasalahannya juga hampir 

sama dengan APK tingkat SLTP, yaitu aksesibilitas menuju ke sekolah yang 

kurang mendukung, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih rendah, 

atau faktor ekonomi keluarga. 

 

b. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan 

untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka 

partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun 

yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan 

jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah  daerah untuk 
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memaksimalkan daya tampung dan dalam rangka mencapai jangkauan 

pendidikan yang sesuai dengan umur jenjang pendidikan secara umum 

mengalami perbaikan. 
 

1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat (7–12 Tahun)  

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/sederajat di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023  

Gambar  2.20. 
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI 

Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan 

cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 99,51%, menurun di tahun 

2020 hingga tahun 2022 menjadi 98,45%, dan tahun 2023 meningkat menjadi 

98,57% jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan sebesar 0,94%. 

 

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/sederajat (13–15 Tahun) 

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SLTP/sederajat di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami 

fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,66%, 

meningkat di tahun 2020 menjadi 75,69%, kemudian menurun pada tahun 2021 
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dan tahun 2022 menjadi 75,24%. Meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 

80,48%, atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan 4,82%. 

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni 

(APM) Tingkat SLTP/Sederajat jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Angka 

Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat dari Tahun 2019-2023 baik laki-

laki ataupun Perempuan mengalami fluktuasi. APM Tingkat SLTP/sederajat untuk 

laki-laki lebih tinggi dibandingkan Perempuan. 

 

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023  

Gambar 2.21. 
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sederajat 

Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/sederajat (16–18 Tahun) 

Berdasarkan data, diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni 

untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 

kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, 

dimana pada tahun 2019 sebesar 56,10%, meningkat di tahun 2020 menjadi 

56,97%, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 56,50%, meningkat di 

tahun 2022 namun menurun kembali di tahun 2023 menjadi 55,91%. Jika dilihat 

dalam periode 5 tahun terakhir ada penurunan 0,19%. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Th. 2019 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2022 Th. 2023
Laki-laki 81,01 69,74 86,18 73,55 84,77

Perempuan 69,77 81,63 64,37 76,60 76,07

Total 75,66 75,69 75,47 75,24 80,48



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025 
 II-51 

 

Gambar  2.22. 
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sederajat 

Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

Rendahnya APM SLTA/sederajat ini diduga disebabkan karena 

kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendala masih kurangnya 

jumlah sekolah tingkat SLTA/sederajat yang menyebabkan jarak rumah dengan 

sekolah jauh serta adanya faktor kemiskinan. 

 

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

usia tertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut 

kelompok usia yang sama.  

 

1) APS SD/sederajat (7–12 Tahun)  

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan 

cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 99,51%, menurun dari 

tahun 2020 sampai tahun 2022 menjadi 98,45%, kemudian meningkat pada tahun 

2023 menjadi 98,63% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada 

penurunan 0,88%. 
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Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2023  

Gambar 2.23 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sederajat 

Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/sederajat (13–15 Tahun) 

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTP/sederajat di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung 

meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 75,66% dan meningkat terus hingga 

tahun 2023 pada angka 95,75% atau jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada 

kenaikan 20,06 %. 

 
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 

Gambar  2.24. 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sederajat 

Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
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3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/sederajat (16–18 Tahun) 

Angka Partisipasi Sekolah untuk tingkat pendidikan SLTA/sederajat di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami 

fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 65,49%, 

meningkat di tahun 2020 menjadi 66,21%, kemudian menurun pada tahun 2021 

menjadi 65,78%. Meningkat kembali di tahun 2022 dan tahun 2023 pada angka 

68,98% atau jika dilihat dalam periode 5  tahun terakhir ada kenaikan 3,49%. 

 
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023  

Gambar  2.25. 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sederajat 

Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
 

Dari data tersebut dapat diinterprestasikan bahwa untuk tingkat 

pendidikan SMA/MA/SMK dengan kelompok umur 16-18 tahun masih sebesar 

32,10% yang belum bersekolah sampai dengan SMA/MA/SMK. Perlu ada regulasi 

dari pemerintah daerah untuk mempercepat Program wajib belajar 12 tahun, agar 

peningkatan APS untuk SMA/MA secepatnya ideal, karena masalah pendidikan 

wajar 12 tahun berkorelasi positif dengan indek pembangunan manusia, dimana 

semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan lebih tinggi akan 

mempercepat peningkatan angka IPM karena variable untuk pendidikan yang 

lebih tinggi mempunyai nilai skor yang lebih tinggi pula. 
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d. Rasio sekolah/penduduk usia sekolah dan rasio guru/murid 

Rasio Ketersediaan Sekolah dipergunakan untuk mengindikasikan 

kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio 

ketersediaan sekolah merupakan jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 

10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. 

Tabel 2.22 
Ketersediaan Sekolah dan Rasio Guru, Murid, Sekolah  

Tahun 2019 – 2023 

Tahun 
Sekolah 

(unit) 
Murid 

(orang) 
Guru (orang) 

Rasio Guru terhadap 
Murid 

Rasio Sekolah 
terhadap Jumlah 

Murid 
Tingkat Sekolah Dasar 

2019 267 24.692 2.945 8,38 92,48 

2020 267 24.269 2.882 8,42 90,89 

2021 267 23.390 2.853 8,20 87,6 

2022 267 23.391 2.864 8,17 87,6 

2023 284 22.840 2.820 8,10 80,42 

Tingkat Sekolah Menengah Pertama 
2019 65 10.408 1.033 10,78 160,12 

2020 65 10.300 954 10,8 158,46 

2021 66 10.082 1.050 10,41 152,76 

2022 66 9.870 1.072 10,86 149,55 

2023 66 9.626 1.020 9.44 145,85 

Tingkat Sekolah Menengah Atas 
2019 32 9.545 761 12,54 298,28 
2020 34 9.643 770 12,52 137,76 
2021 34 9.386 794 11,82 276,06 
2022 34 8.892 861 10,33 261,53 
2023 34 8.733 873 10,00 256,85 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Hulu Sungai Utara, 2023 

 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa rasio terlihat bahwa rasio ketersediaan 

gedung sekolah SD/MI dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami 

penurunan, hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia 

sekolah SD/MI sedangkan jumlah gedung sekolah tidak terjadi peningkatan/tetap. 

Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs dari 

tahun 2019-2023  juga terjadi penurunan yang disebabkan meningkatnya jumlah 

penduduk usia sekolah SMP/MTs sedangkan jumlah sekolah tetap. Demikian pula 

halnya rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK 
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terjadi penurunan, hal ini terjadi karena jumlah sekolah tetap sedangkan jumlah 

penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan.   

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap 

murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau 

membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan 

untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi 

murid-murid yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus juga untuk 

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. 

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat 

dilihat pada tabel di atas. 

2. Kesehatan 

a. Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 

tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun 

bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam 

menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan dari Gambar 2.26, diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara 

pada periode tahun 2019 sampai 2023 berfluktuasi dan mengalami peningkatan 

Hal ini disebabkan karena banyaknya kelahiran BBLR 32 kasus, asfiksia 7 kasus 

(komplikasi pada saat persalinan seperti kala II lama, karena ketuban pecah dini) 

kelainan kongenital 6 kasus, pnemonia 2 kasus, diare 7 kasus, dan yang lain-lain 

sebanyak 13 kasus. 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2023 

Gambar  2.26. 
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2023 
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b. Sarana Kesehatan 

Agar tujuan dapat dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas 

kesehatan mutlak dibutuhkan, agar dapat mencapai tujuan Pembangunan 

kesehatan yaitu dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang 

didukung oleh sumberdaya yang memadai. Adapun sarana kesehatan yang ada 

di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019– 2023 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.23.  
Sarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019–2023 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 
1 Jumlah Rumah Sakit 2 2 2 2 2 

2 Jumlah Puskesmas 13 13 13 13 13 

3 Jumlah Pustu 29 30 30 30 30 

4 Jumlah Poskesdes  128 136 135 135 137 

5 Jumlah Polindes 2 2 2 2 2 

6 Jumlah Posyandu 329 329 317 322 336 

7 Jumlah Penduduk 237.573 226.727 228.831 232.226 233.412 

8 Rasio Rumah Sakit terhadap 
penduduk 

0,0084 0,0088 0,0087 0.0086 0.0086 

9 Rasio Puskesmas,  Poliklinik, 
Pustu per satuan penduduk 

0,18 2,01 0,19 0,20 0,20 

10 Rasio Poskesdes terhadap 
penduduk  

0,54 0,59 0,59 0,54 0,59 

11 Rasio Polindes terhadap 
penduduk 

0,0084 0,0088 0,0087 0,0086 0,0086 

12 Rasio Posyandu terhadap 
Balita 

15,01 19,66 21,58 22,61  

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara, 2023 dan Kab.Hulu Sungai 
Utara Dalam Angka 2024 
Rumah sakit yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2019-

2023 berjumlah 2 (dua) buah, 1 buah Rumah Sakit Pemerintah dan 1 (satu) buah 

rumah sakit milik swasta. Saat ini telah dibangun 1 buah rumah sakit baru yang 

masih dalam proses pembangunan dan perlengkapan sarana serta prasarana. 

Secara administrasi sarana Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh 

kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana jumlah Puskesmas 

yang ada sejak tahun 2019–2023 sebanyak 13 buah yang terdiri dari 2 (dua) buah 

Puskesmas Rawat Inap yang terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan 

Kecamatan Sungai Pandan serta 9 (buah) Puskesmas Rawat Jalan yang tersebar 

di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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Jumlah Puskesmas Pembantu dan polindes dari tahun 2019-2023 

cenderung tetap sebanyak 32 buah. Sedangkan fungsi polindes ditingkatkan 

menjadi poskesdes sehingga jumlah poskesdes meningkat dari 128 buah tahun 

2019 menjadi 137 buah tahun 2023. Untuk selanjutnya dalam rangka pelayanan 

kesehatan sampai ke desa-desa diharapkan setiap desa harus memiliki 

Poskesdes. 
 

c. Tenaga Kesehatan 

Secara Standar Kebutuhan Minimal di fasilitas kesehatan sudah sebagian 

faskes terpenuhi, namun pendistribusian tenaga masih belum sesuai. Dengan 

kondisi minimal di harapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. 

Namun sesuai ABK (Analisa Beban Kerja) kita Faskes masih membutuhkan 

tenaga kesehatan, apalagi dengan Indikator rasio per jumlah penduduk. 

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat 

pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah 

penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan 

terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Rasio Tenaga 

medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga 

kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Adapun 

perkembangan Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara tahun 2019– 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini 

Tabel 2.24. 
Jumlah dan Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2019-2023 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Jumlah Dokter Umum 30 37 37 31 42 
2 Jumlah Tenaga Medis 49 61 82 116 125 
3 Jumlah Tenaga Paramedis 591 613 649 638 628 
4 Jumlah Penduduk 237.573 226.727 228.831 232.226 233.412 

5 Rasio Dokter persatuan 
Penduduk 

0,126 0,163 0,161 0.133 0.180 

6 Rasio Tenaga Medis 
Persatuan Penduduk 

0,21 0,26 0,36 0,50 0,54 

7 Rasio Tenaga Paramedis 
Persatuan Penduduk 

2,49 2,70 2,83 2,75 2,69 

      Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024    
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d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 

Berdasarkan Definisi Operasional Kementerian Kesehatan Tahun 2022 

Perhitungan Perkiraan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani 

sebesar 20 % dari sasaran ibu hamil yang didapatkan. Pada tahun 2023 sasaran 

ibu hamil sebanyak 4.104 orang. Jadi sasaran ibu hamil  dengan komplikasi 

kebidanan sebanyak 821 orang. 

Pada Tahun 2022 dicapai realisasi 162,30%, dan Tahun 2023 ini 

meningkat menjadi 166,42%. Jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang 

ada didapatkan 1.366 ibu hamil yang mengalami komplikasi, hal ini 

menggambarkan jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan lebih 

tinggi daripada sasaran yang ditargetkan oleh Kemenkes. Dari segi pelayanan 

komplikasi kebidanan sudah tertangani namun perlu perhatian khusus untuk 

jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang cukup tinggi agar tidak 

menimbulkan kematian ibu. 

Adapun cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.27. 
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2019 - 2023 

 

Pada gambar terlihat Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 

berfluktuasi, dimana Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 185,10 %, menurun di 

tahun 2022 mencapai realisasi 162,30% sedangkan di tahun 2023 meningkat 

kembali menjadi 166,54 %.  Ada beberapa penyebab diantaranya yaitu pertama 

karena jumlah ibu hamil yang didapatkan setiap tahun berbeda, bisa lebih sedikit 
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atau lebih banyak dibanding tahun-tahun lainnya, yang kedua Jumlah ibu hamil 

dengan anemia mengalami penurunan, artinya penanganan komplikasi obstetri 

sudah dilaksanakan dengan baik, tapi harus diwaspadai karena tingginya kasus 

komplikasi akan lebih rentan terjadinya kematian. Sehingga diharapkan deteksi 

secara dini bisa dilaksanakan dan ditangani sehingga tidak terjadi kasus 

komplikasi.  

Jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang ada mendekati jumlah 

atau melebihi dari jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi artinya hal ini 

menggambarkan jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan lebih 

tinggi daripada sasaran yang ditargetkan oleh Kemenkes. Dari segi pelayanan 

komplikasi kebidanan sudah tertangani namun perlu perhatian khusus untuk 

jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang cukup tinggi agar tidak 

menimbulkan kematian ibu. 

 

e. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan 

Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan 

yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019-

2023 terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.28. 
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan  

 yang memiliki kompetensi kebidanan  
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Berbagai upaya untuk meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten antara lain program kemitraan antara  Bidan 

dengan Dukun, pemberian uang jasa untuk dukun kampung yang merujuk ibu 

bersalin ke fasilitas kesehatan, program UHC, pemantapan Puskesmas PONED 

dan pelaksanaan IGD Bersalin Puskesmas, Peningkatan Kapasitas tenaga bidan 

dalam penanganan persalinan melalui pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) 

kerjasama dengan P2KS Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di RSUD Ulin 

Banjarmasin, Kunjungan Obgyn ke Puskesmas guna meningkatkan pelayanan 

dan rujukan dini persalinan terencana. 

 

f. Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan 
 

Ada perbedaan atau selisih jumlah sasaran ibu bersalin proyeksi Pusdatin 

dengan kondisi riil di lapangan yang menyebabkan cakupan persalinan di fasilitas 

kesehatan di bawah target yang ditetapkan (Target SPM =100 %).  

 

Gambar 2.29. 
Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan 

 
Grafik di atas merupakan gambaran capaian Persalinan sesuai standar 

yaitu di tolong oleh tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan. Data 

tersebut berdasarkan sasaran royeksi dari pusdatin dimana pada Tahun 2023 

jumlah ibu bersalin diproyeksikan sebanyak 3.918 orang namun pada 

kenyataannya di lapangan hanya sebanyak 3.053 atau selisih 865 orang. Hal 
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inilah yang menyebabkan capaian Persalinan di fasyankes tidak tercapai 100%. 

Selain itu juga masih ada persalinan yang di tolong oleh DK sebanyak 4 orang 

dan 14 orang Persalinan ditolong oleh nakes namun tidak di fasyankes (beberapa 

diantaranya karena melahirkan Ketika dalam perjalanan dan melahirkan di rumah 

pasien karena sudah mau melahirkan tidak sempat dibawa ke fasyankes). Jika 

menggunakan data riel maka cakupan Persalinan di fasyankes adalah 99,4%. 

 

g. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) selama 

tahun 2019-2023 terjadi fluktuasi, dimana dari tahun 2019 sebesar 91,80 % terjadi 

penurunan  menjadi 69,9 %. Desa UCI yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 

80% secara merata di Desa/Kelurahan. Untuk itu diperlukan optimalisasi promosi 

kesehatan, masih adanya sebagian kecil  reaksi penolakan di masyarakat 

terhadap imunisasi, pelaksanaan imunisasi dalam gedung yang masih belum 

optimal di beberapa Puskesmas serta pelembagaan Pemantauan Wilayah 

Setempat (PWS).  

 

Gambar 2.30. 
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI) 
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